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Catatan Jurnal Perempuan 

Hak Anak dan Keadilan Gender

Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) dan 
Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention 
on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW) 
mengenali dan mengakui dimensi gender di dalam perlindungan hak anak. 
Selain menghadapi persoalan yang secara umum dihadapi oleh anak-
anak, seperti akses terhadap pendidikan, dan kesehatan, anak perempuan 
juga menghadapi persoalan-persoalan spesifik yang berbasis gender, 
diantaranya: kehamilan dini, perkawinan anak, akses terhadap pendidikan 
lebih rendah dibanding anak laki-laki, dan kerentanan terhadap kekerasan 
seksual. 

Dimensi keadilan gender pada anak penting untuk dipahami karena 
identitas gender seseorang akan membentuk dan membatasi pengalaman 
seorang anak. Selain itu, dimensi keadilan gender juga menentukan 
sejauh mana hak anak diakui dan dilindungi. Pentingnya pemahaman atas 
dimensi keadilan gender dalam hak anak inilah yang diangkat dalam Jurnal 
Perempuan edisi Hak Anak dan Keadilan Gender ini. 

Feminisme menjelaskan persoalan hak anak dalam kaitannya dengan 
identitas gender anak dan berbagai konsep yang membongkar ketimpangan 
relasi kuasa yang dialami anak, sebagaimana relasi kuasa yang dialami 
oleh perempuan. Beberapa konsep dan pendekatan feminisme seperti 
interseksionalitas (intersectionality), teori feminisme hukum, hak kesehatan 
reproduksi dan seksual, dan lainnya, misalnya, dapat menjelaskan bagaimana 
anak cenderung tersisihkan dari pembuatan-pembuatan keputusan yang 
terkait erat dengan kehidupan anak. 

Pengarusutamaan keadilan gender ke dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan maupun kebijakan dan program pembangunan 
terkait anak perlu dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak anak 
di Indonesia. Salah satu perubahan positif dalam kerangka normatif 
perlindungan hak anak di Indonesia yang patut dicatat adalah penetapan 
Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan UU Perkawinan 
ini telah menghapus legitimasi atas perkawinan anak perempuan yang telah 
berlaku sejak tahun 1974. Pengalaman gerakan perempuan, gerakan hak 



5

Atnike Nova Sigiro Hak Anak dan Keadilan Gender

anak, gerakan pembaruan hukum, dan berbagai individu serta organisasi 
masyarakat sipil ini merupakan catatan penting dalam upaya penghapusan 
perkawinan anak di Indonesia. 

Kondisi Indonesia yang beragam baik dari segi geografis, sosiologis, 
ekonomi, maupun budaya juga membutuhkan pemahaman yang 
komprehensif terhadap keberagaman situasi dan tantangan yang dihadapi 
oleh anak. Persoalan eksploitasi seksual komersil terhadap anak (ESKA) 
misalnya, juga perlu dipahami dari sudut pandang geografis dan sosiologis. 
Perkembangan industri wisata di suatu wilayah misalnya, turut mendorong 
kerentanan terjadinya ESKA. Selain perkembangan wilayah, Indonesia juga 
rentan terhadap bencana alam. Di saat bencana, anak dan perempuan 
merupakan kelompok masyarakat yang cenderung lebih rentan mengalami 
kekerasan, sehingga penanganan bencana alam juga membutuhkan 
pendekatan berbasis hak anak dan keadilan gender. Ruang aman bagi anak 
perempuan di saat pengungsian dapat mencegah terjadinya kekerasan 
seksual di saat bencana.

Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) merupakan salah satu isu 
penting baik bagi perempuan maupun anak perempuan. Salah satu cara 
memperkuat perlindungan hak anak dalam HKSR dalah dengan memperkuat 
pendidikan dan juga fasilitas kesehatan reproduksi bagi anak perempuan 
di sekolah. Program Manajemen Kesehatan Menstruasi (MKM) merupakan 
salah satu contoh penguatan HKSR bagi anak perempuan di sekolah, namun 
sayangnya program semacam ini belum mendapatkan perhatian dan 
dukungan yang cukup baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Konvensi Hak Anak telah merumuskan empat prinsip utama dalam 
perlindungan hak anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, 
hak untuk hidup dan berkembang, dan partisipasi anak. Prinsip-prinsip ini 
menempatkan dan berusaha memastikan bahwa anak merupakan subjek 
hak asasi yang bukan semata-mata menjadi objek yang harus dilindungi 
tetapi juga menjadi subjek hak yang memiliki hak dan kemampuan untuk 
berpartisipasi. 

Partisipasi penuh perempuan di ruang publik dalam berbagai profesi 
dapat dicapai jika perempuan juga mempelajari dan mengalami konsep dan 
praktik partisipasi sejak masa kanak-kanak. Pengalaman program ‘Girls Take 
Over’ yang dikembangkan oleh Plan International Indonesia memperlihatkan 
bahwa kegiatan belajar menjadi pemimpin di sektor publik yang diikuti 
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oleh anak-anak perempuan, dapat meningkatkan kepercayaan diri dan 
agensi anak perempuan. Tak hanya itu, program partisipasi anak perempuan 
menjadi pemimpin ini juga dapat membangun kesadaran publik tentang 
pentingnya ruang aman bagi anak perempuan.

Diskriminasi dan ketimpangan gender dialami oleh perempuan sejak 
masa kanak-kanak. Ketimpangan gender yang dialami oleh anak perempuan 
akan menentukan kapabilitas mereka di usia dewasa. Maka perlindungan 
terhadap hak anak tidak dapat dilepaskan dari dimensi keadilan gender. 
Oleh sebab itu, upaya untuk mendorong keadilan gender, memperkuat 
representasi perempuan, dan menghapuskan diskriminasi terhadap 
perempuan, harus dilakukan sejak masa kanak-kanak. Sehingga, agenda 
perlindungan hak anak juga merupakan bagian dari agenda feminisme 
untuk mendorong keadilan gender. Selamat membaca!(Atnike Nova Sigiro)


